
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dall Pasa-l 6 Peratural
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahum 2Ol8
tentang Tata Ke{a Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintal Provinsi Nusa Tengga-ra Barat,
untuk membantu memudahkan lavanan informasi dan
dokumentasj pada Biro Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa 

-Tenggara 
Barat secara cepat, murah dan

sederhana ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID);

b. bahwa untuk memudahkan lavanan informasi dimatsud.
perlu di bentuk tim agar lebih berdaya guna darr
oernasu guna;

c. bahwa berda sarka-n pertimbangan seba gai m ana dimal<sud
dalam huruf a darr liuruf b, peilu mene-iapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Ba-rat Tahun 2025.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan InTormasi Publik (Lembaran Negara RepubtE
lndonesia Taiun 2008 Nomor 61, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Menimbang

Mengingat

2 .

3 .

Undang-Undarrg Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelavanan
Publik'ilembar;n Negara Republik Indonesia fahun 2OO9
Nomor 112, Tambahai Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 t€nta.rrg
Pemerintahan Daerai fl/'mbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimara relah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentarg Penetapan Peraturan Pemerinta_h
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}lun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undarg (Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaian
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undalg-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang
Administrasi PEmerintahan (Lembaran Negara Republ[
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaral
Negara Republik lndonesia Nomor 56O1) sebagaimana
telir diubah dengan Undarg-Undang Nomor 6 Tan-un 2023
tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndanE-Undang- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta*Kena
menjadi Undang-Undang gfmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambaharr l,embaJan Negara Republik
Indonesia Nomor 6856):
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6.

Undang-Undang Nomor 20 "fa!run 2022 tentang Provinsi
Nusa Tinggara Barar (l,embaran Negara Republik-lndonesia
Tahu,n 2022 Nomor 163, Tambahar L€mbaran Nesara
Republik [ndonesia Nomor 68O9];
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentans
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraai
Pemerintahan Daerai {Lembaran Nesara REpubtik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaari- Pelayanan Informasi dan
Dokuinentasi Kementerian Dalam Neseri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20l7
Nomor 157);
Peraturar Gubemur Nomor 24 Tahun 2018 tentans Tata
Kerja Pejabat Pengelola Inlormasi dan Dokumintasi
Pemerintai Provinsi Nusa Tenggara Baral (Berira Daerai
Provinsi Nusa Tenggara Ba-rat Tahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Gubernur Nomor 1O Tahun 2023 tentane
Kedudul<an, Susunan Orqanisasi. T\rsas dan Funesi Serta
Tata Ke[a Sekretariat Dae-rah Provinsi"Nusa Tengqia Barat
fBerita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomotlo):

MEMUTUSKAN :

:. Pejabat Pengelola lnformasi darr Dokumentasi Pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenssara Barat
Tahun 2025 .dengar susu-nan keanggotaan sibagaimala
tercantum dalam Lampiran Keputusal ini.

; Tugas dan Wewenalg Pejabat Pengelola lnformasi dan
Dok\rmentasi {PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sebaga.i berikut :
Tugaa :
a. melal<sarrakan.. kebijalal penyelenggaraan pelayaran

lnlorlnasl DuoIlK:

b. mendokumentasikan, memverihkasi, menyusun,
menyimpan dalr mengelola bahan-baian lnformasi pu6lik;

c. mendokumentasikan, menyimpal menyediakal, dan
memberi pelayalan informasi publik;

d. mengajukal permohonan konsulrasi uji konsekuensi
untuk pengecualjan informasi kepada PPID Provinsi;

e. konsultasi upaya penyelesaian sengkera informasi publik
Kepaoa rnu fro\lnsl: dan

f. melaksanal<an tugas-tugas ya:rg d.iberikan oleh PPID Provinsi.

Wewenarg :
a.meminta, mengumpulkan. dokumen baian-bahan

informasi publik dari bidalg_dan/_atau bagian yang ada
ol masrng-maslng Perangkal uaerai;

b. melaksanalan rapat koordinasi dan/atau rapai keria
unluk kelancaran-t ugas dan fungsi pelayanan informa:i
dengan _pejabat slruktural_ dan fungsional di masing-
masrng Perangkat DaeraJr; dan

c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksalakan
tu gas- tu gas p_endokumentasian, verifrkasi. pen gelolaan.
penyimpanan bahar-baian lnformasi publik,

7.

8.

9 .

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA : KeDuhrsan Gubemur ini mulai berLaku pada 2 Jar:.uari202s

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal

a.n. GUBERNUR NUSA TE

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);

ASUS
Typewritten text
30 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TENTANG
PE JABAT PENGELOLA INF'ORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKTIM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NO. NAMA/ JABATAN/ INSTANSI KEDUDUKAN
DAIAM PPID

KET

1 Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi NTB

Ketua

2. Kepala Bagian Barltuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi NTB

Wal<il Ketua

Penelaah Tela:is Kebijalan pada
Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Koordinator Bidang
Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi

1 (satu)
orang

4 . Pelaksana pada Biro Hukum
Selsetariat Daerah Provinsi NTB

Anggota 2 (dua)
orang

a.n. GUBERNUR NUSA
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